WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR ¢! TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 107
TAHUN 2018 TENTANG JENIS PEKERJAAN, JUMLAH DAN BESARAN
HONORARIUM PEGAWAI HONOR DAN TENAGA KONTRAK

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG,

bahwa jenis pekerjaan, jumlah dan besaran honorarium
Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang telah ditetapkan dengan Keputusan
Walikota Padang Nomor 164 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Keputusan Walikota Padang Nomor 107 Tahun 2018
tentang Jenis Pekerjaan, Jumlah dan Besaran Honorarium
Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang;

bahwa sehubungan adanya perubahan jumlah pegawai honor
dan tenaga kontrak, maka Keputusan tersebut perlu diubah
dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Wali Kota Padang Nomor 107 Tahun 2018 tentang
Jenis Pekerjaan, Jumlah dan Besaran Honorarium Pegawai
Honor dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota
Padang.

Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera  Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
201 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah  diubah dengan  Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara
Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota
Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);

10. Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak (Berita Daerah Tahun
2018 Nomor 14);

11. Peraturan Walikota Padang Nomor 83 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 107
Tahun 2018 tentang Jenis Pekerjaan, Jumlah dan Besaran
Honorarium Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum, dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 September 2019,

Ditetapkan di Padang
pada tanggal [ Olcbober 2019

OTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.

2. Inspektur Kota Padang.

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.



. LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG

NOMOR %32 TAHUN 2019 ) ‘
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA PADANG NOMOR 107
TAHUN 2018 TENTANG JENIS PEKERJAAN, JUMLAH
DAN BESARAN HONORARIUM PEGAWAI HONOR
DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG

JUMLAH PEGAWAI HONOR DAN TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

A. PEGAWAI HONOR

NO SKPD JUMLAH
1 |Dinas Pendidikan 1
2 |Dinas Kesehatan 1
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12
4 |Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1
5 |Dinas Pemadam Kebakaran 0
6 |Dinas Sosial 1
7 |Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 0
8 |Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 0
9 |Dinas Pangan 0
10 |Dinas Lingkungan Hidup 127
11 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1
12 |Dinas Perhubungan 5
13 |Dinas Komunikasi dan Informatika 1
14 |Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 0
15 |Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3
16 |Dinas Pemuda dan Olahraga 3
17 |Dinas Perpustakaan dan Arsip 0
18 |Dinas Kelautan dan Perikanan 1
19 |Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3
20 {Dinas Pertanian 2
21 |Dinas Perdagangan 5
22 |Inspektorat 1
23 |Sekretariat DPRD 4
24 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1
25 |Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset 3
26 |Badan Pendapatan Daerah 3
27 |Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 0
28 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0
29 |Bagian Hubungan Kemasyarakatan 1
30 |Bagian Pembangunan 0
31 |Bagian Perekonomian 1
32 |Bagian Kerjasama 0
33 |Bagian Kesejahteraan Rakyat 1
34 [Bagian Hukum 0
35 |Bagian Pemerintahan 0
36 [Bagian Organisasi 0
37 |Bagian Umum 9
38 |Bagian Layanan Pengadaan 0
39 [Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3

40 |[Satuan Polisi Pamong Praja 5

41 |Rumah Sakit Umum Daerah 4

42 |Kecamatan Padang Barat 1

43 |Kecamatan Padang Timur 1

44 |Kecamatan Padang Utara 0

45 |Kecamatan Padang Selatan 0

46 |Kecamatan Nanggalo 0

47 |Kecamatan Kuranji 2

48 |Kecamatan Lubuk Begalung 0

49 |Kecamatan Lubuk Kilangan 0
50 |Kecamatan Pauh 2
51 |Kecamatan Koto Tangah 0
52 |Kecamatan Bungus Teluk Kabung 0
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B. TENAGA KONTRAK

SKPD

NO JUMLAH
1 |Dinas Pendidikan 5
2 Dinas Kesehatan 24
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 33
4 _|Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan 7
5 Dinas Pemadam Kebakaran 1
6 Dinas Sosial 23
7 |Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 4
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian S
9 |Dinas Pangan ' ' 1
10 |Dinas Lingkungan Hidup 262
11 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3
12 |Dinas Perhubungan 66
13 |Dinas Komunikasi dan Informatika 2
14 |Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 3
15 |Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0
16 |Dinas Pemuda dan Olahraga 28
17 |Dinas Perpustakaan dan Arsip 10
18 |Dinas Kelautan dan Perikanan 8
19 |Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 20
20 |Dinas Pertanian 38
21 |Dinas Perdagangan 232
22 |Inspektorat 2
23 |Sekretariat DPRD 25
24 |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9
25 |Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset 15
26 |Badan Pendapatan Daerah 21
27 |Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 3
28 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6
29 |Bagian Hubungan Kemasyarakatan 1
30 [Bagian Pembangunan 0
31 |Bagian Perekonomian 0
32 |Bagian Kerjasama 1
33 |Bagian Kesejahteraan Rakyat 1
34 |Bagian Hukum 0
35 |Bagian Pemerintahan 0
36 |Bagian Organisasi 0
37 |Bagian Umum 64
38 |Bagian Layanan Pengadaan 0
39 [Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ]
40 [Satuan Polisi Pamong Praja 7
41 |Rumah Sakit Umum Daerah 3
42 |Kecamatan Padang Barat 1
43 [Kecamatan Padang Timur 4
44  |Kecamatan Padang Utara 6
45 |Kecamatan Padang Selatan 5
46 |Kecamatan Nanggalo 2
47 [Kecamatan Kuranji 6
48 |Kecamatan Lubuk Begalung 4
49  |Kecamatan Lubuk Kilangan 7
50 |Kecamatan Pauh 0
51 |Kecamatan Koto Tangah 8
52 |Kecamatan Bungus Teluk Kabung 6

JUMLAH = 987

WALI KQTA PADANG,

MAH

LDI




